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PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No.17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Perda tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah
diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.17 Tahun 2015; Permendagri No.30
Tahun 2008

- Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: a. mendukung penyelenggaraan cadangan
pangan Komoditi beras dan/atau pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan
pemerintah daerah; menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa
dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah di wilayahnya; c. dalam rangka
mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan di masyarakat, menghadapi
keadaan darurat, kebakaran, bencana alam dan non alam dan/atau pasca bencana
alam dan non alam, krisis pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal
panen, bencana sosial dan gejolak harga pangan, dapur umum; dan d. bantuan bagi
masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan. Penyelenggaraan Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah Bertujuan: a. memenuhi penyelenggaraan pangan bagi
masyarakat yang mengalami Krisis Pangan atau yang terkena rawan pangan kronis
untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dalam daerah; b.
mewujudkan tingkat kecukupan pangan pokok tertentu dengan harga yang wajar dan
terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c. memenuhi kebutuhan beras
dari/atau bahan pokok tertentu masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan
kerawanan pangan pasca bencana; d. sebagai instrumen stabilisasi harga dalam
mengantisipasi goncangan dari pasar; dan e. meningkatkan akses pangan kelompok
masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam
kondisi darurat karena bencana paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana
sosial/gejolak harga maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan atau
kurang gizi; f. menyediakan bantuan pangan untuk pemerintah dan/atau daerah lain
yang membutuhkan. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: a.
sasaran; b. penyelenggaraan cadangan pangan; c. cadangan pangan pemerintah
kabupaten; d, cadangan pangan pemerintah desa; e. partisipasi masyarakat dan dunia
usaha; f. pengawasan. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan
untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah kabupaten baik jumlah
maupun kualitasnya. Besaran Bantuan Pangan pokok beras yang disalurkan melalui
dapur umum dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari untuk paling lama
3 (tiga) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi dan identifikasi Tim Pelaksana
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah



CATATAN:

desa dilakukan oleh unit pengelola cadangan pangan pemerintah desa. Sasaran
penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, meliputi: a. rumah tangga miskin
(RTM); b. lanjut usia (Lansia); c. masyarakat umum yang terkena dampak bencana
alam, bencana non alam, dan bencana sosial; dan d. anak balita kurang gizi, anak
sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang kurang asupan gizi. Bupati dan kepala desa
mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan
cadangan pangan pemerintah.
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